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PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DALAM
RANGKA PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN 2023 DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan perbendaharaan dan/atau
pengelolaan keuangan negara, serta untuk menyesuaikan dengan pengaturan yang
berlaku, perlu dilakukan penetapan dan penunjukan pejabat perbendaharaan
dan/atau pengelolaan keuangan di lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten
Bantaeng; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di
atas, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Penunjukkan Pejabat
Perbendaharaan Dalam Rangka Pengelolaan Anggaran Belanja Negara Pada Tahun
Anggaran 2023 di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bantaeng;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286); UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5494); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1353) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 163/PMK.05/ 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/ PMK.05/2016;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan
Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai
Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
194/PMK.05/2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015; Peraturan



CATATAN :

Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam
Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan
Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1025);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara
Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum
Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara
Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1286);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1840); Peraturan Menteri Keuangan Nomor
196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah (Berita Negara R.l. Tahun 2018 Nomor 1841) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018; Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran
Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1549); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 658); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/11/2020 tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan
Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU
Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja
Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/1/2021 tentang Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (PIt.) Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Sekretaris KPU ini diatur tentang : Penetapan dan Penunjukan
Pejabat perbendaharaan dalam rangka pengelolaan Anggaran Belanja Negara pada
Tahun 2023 dilingkungan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juli 2023.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris KPU Bantaeng
Nomor 01 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. 1 Hal.






